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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
ب ba B be
ت ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik di atas)
ج jim J Je
ح ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)
خ kha Kh ka dan ha
د dal D De
ذ żal Ż zet (dengan titik di atas)
ر ra R Er
ز zai Z Zet
س sin S Es
ش syin Sy es dan ye
xص ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrof terbalik
غ gain G Ge
ف fa F Ef
ق qaf Q Qi
ك kaf K Ka
ل lam L El
م mim M Em
ن nun N En
و wau W We
ه ha H Ha
ء hamzah ʼ Apostrof
ى ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).
2. Vokal
xi
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tuggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ا fatḥah A a
ا kasrah I i
ا ḍammah U u
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf Latin Nama
ٸ fatḥah dan yā’ ai a dan i





Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,







ى ... | ا ... fatḥah dan alif atau yā’ ā a dan garis di atas
ى kasrah dan yā’ ī i dan garis di atas
و dammah dan wau ū u dan garis di atas
Contoh:
 َتﺎﻣ : māta
ﻰَﻣَر : ramā
 َﻞِْﯿﻗ : qīla
 ُتْﻮَﻤﯾ : yamūtu
xiii
4. Tā’ marbūṭah
Transliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua, yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
tā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ﺔَﺿْوَراﻷ ْط ِلَﺎﻔ : rauḍah al-aṭfāl
 ِﺪََﻤﻟا َُﺔﻨْﯾ ْﻟاَﺔﻠِﺿﺎﻔ : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔَﻤْﻜَِﺤﻟا : al-ḥikmah
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydīd ( ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:
 َﺎّﻨﺑَر : rabbanā
 َﺎﻨْﯿَّﺠﻧ : najjainā
 ّﻖََﺤﻟا : al-ḥaqq
 َﻢ ﱡﻌﻧ : nu“ima
 ّوُﺪَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّى) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
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Contoh:
 ِّﻰﻠَﻋ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ّﻰﺑَﺮَﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:
 ُﺲْﻤَّﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟَﺰﻟَّﺰﻟا : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
َﺔﻔَﺴَْﻠَﻔﻟا : al-falsafah
 َﺪﻠَﺒﻟا : al-bilādu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:
 ْﻣﺄﺗ َنْوُﺮ : ta’murūna
 ُعّْﻮَﻨﻟا : al-nau‘
 ٌءْﻲَﺷ : syai’un
 ُتْر◌ُِمأ : umirtu
xv
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata
al-Qur’an (dari al-Qur’ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata





9. Lafẓ al-Jalālah (ﷲ)
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau
berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.
Contoh:
 ِﷲ ُﻦﯾِد dīnullāh billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada Lafẓ al-Jalālah,
ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
 ِﷲ ِﺔَﻤﺣر ِْﻲﻓ ُْﻢھ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
xvi
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). Contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NaṣrḤāmid Abū)
xvii
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. = subḥānahū wa ta‘ālā
saw. = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
a.s. = ‘alaihi al-salām
H = Hijrah
M = Masehi
SM = Sebelum Masehi
l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w. = Wafat tahun
QS …/…: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR = Hadis Riwayat
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Nama : Desi Nurdiyanti
NIM : 10300113113
Judul : Tindak Pidana Pembantuan Dalam Penipuan Ditinjau Dari
Hukum Pidana Islam (Studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa
Nomor : 237/Pid.B/2015/PN.Sgm)
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana tindak pidana pembantuandalam penipuan ditinjau dari hukum pidana Islam (studi kasus putusan pengadilanNegeri Sungguminasa Nomor : 237/Pid.B/2015/PN.Sgm)? pokok masalah tersebutselanjutnya dibagi ke dalam beberapa sub masalah, yaitu 1) Bagaimana faktor-faktorpenyebab terjadinya tindak pidana pembantuan penipuan dalam putusan Nomor:237/Pid.B/2015/PN.Sgm?, 2) bagaimana bentuk-bentuk pembantuan penipuan?, 3)Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana pembantuanpenipuan?
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian field research kualitatif denganmenggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapunsumber data dari penelitian ini bersumber dari bahan data primer dan data sekunderserta metode pengumpulan data melalui wawancara dan observasi langsung diPengadilan Negeri Sungguminasa tepatnya di Jl. Usman Salengke No. 103Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) faktor penyebabterjadinya tindak pidana pembantuan penipuan dalam Putusan Nomor237/Pid.B/2015/PN.Sgm faktornya adalah karena terdakwa hanya ingin menolongmenjualkan mobil di tempat saudara kandung terdakwa bekerja yang menurutpenyampaian terdakwa bahwa adik kandungnya adalah Direktur Marketing diToyota.  2) bentuk-bentuk pembantuan penipuan salah satu bentuknya adalahpembantuan penipuan pembelian kendaraan. 3) menurut pandangan hukum pidanaIslam terhadap sanksi pidana pembantuan penipuan, hukuman yang dapat ditetapkandalam jarimah Ta’zir yaitu: dipenjara, diasingkan, ditegor, diperingatkan, dipecatdari jabatan, dan sebagainnya.
Implikasi dari penelitian ini antara lain: 1) jika kita membantu seseorangdalam melakukan suatu bisnis sebaiknya perlu meneliti lebih dalam apakah bisnistersebut benar adanya dan jangan terlalu mudah percaya kepada seseorang walaupunorang tersebut adalah orang terdekat. 2) seseorang yang membantu dalam penipuanhukumannya lebih di beratkan karena menyebabkan kerugian pada orang lain 3)Sanksi tindak pidana pembantuan penipuan menurut hukum Islam lebih efektifkarena menggunakan hukuman Ta’zir yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakimatau pemerintah.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan
pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia
tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi
perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis
moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan
terhadap dampak fenomena ini. Meningkatnya angka pengangguran memberikan
pengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemudian dengan
tingkat kesejahteraan yang rendah, sebagian masyarakat lebih cenderung tidak
mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Karena dengan tingginya
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mempertahankan hidup,
sebagian masyarakat akhirnya memilih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta kaidah hukum yang
berlaku.
Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari
berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, kita dapat
menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-
beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan,
bahkan perkembangan hukum, ikut pula
berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan
perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa
2pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan
kejahatannya.1
Salah satu bentuk kejahatan yang masih sangat marak terjadi di
masyarakat yaitu penipuan. Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah
begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan
kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan
orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini
banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik
dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin
tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin
kompleks.
Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan
berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan
penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat
menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan
masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan
bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi
pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan
terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya
cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun
dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang
1Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Teori-Teori Pemidanaan & Batas
Berlakunya Hukum Pidana, (Jakarta: PT Raja Grafindo), h.45.
3serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti
kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.
perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat
hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang
berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan
pengadilan.2
Seiring dengan perkembangan zaman, perbuatan tercela seperti penipuan
sangat marak terjadi, karena perbuatan ini tidaklah terlalu sulit untuk dilakukan.
Yang perlu dilakukan si penipu hanyalah menyakini korban dengan kata-kata
bohong agar korban mengikuti apa kata dan keinginan si pelaku penipu.
Kenyataan di lapangan membuktikan bahwa tindak pidana penipuan seringkali
dipersamakan dengan ingkar janji dalam hukum perdata (Wanprestasi). Sehingga
aparat penegak hukum, utamanya penuntut umum seringkali keliru dalam
menentukan yang mana yang merupakan tindak pidana penipuan dan wanprestasi
dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak jarang majelis hakim memutus
lepas perkara yang dianggap sebagai tindak pidana penipuan oleh penuntut umum,
akan tetapi sebenarnya perbuatan tersebut masuk dalam ranah hukum perdata.
Tindak pidana penipuan itu sendiri merupakan salah satu kejahatan yang
mempunyai objek terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan dari Pasal 378
sampai Pasal 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sehingga di
dalam KUHP peraturan mengenai tindak pidana penipuan ini merupakan tindak
pidana yang paling panjang pembahasannya diantara kejahatan terhadap harta
2Mulyadi Lilik. Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2007), h.24.
4benda lainnya. Tindak pidana penipuan merupakan suatu delik biasa, yang artinya
apabila terjadi suatu penipuan, siapa saja dapat melapor kejadian tersebut ke pihak
kepolisian, berbeda dengan delik aduan yang baru dapat diproses apabila korban
merasa dirugikan melakukan pengaduan kepada polisi setempat yang berwenang.
Kemudian kepolisian yang berdasarkan laporan tersebut akan melakukan
penyelidikan, memeriksa apakah yang dilaporkan tersebut merupakan tindak
pidana atau bukan. Setelah polisi mengadakan penyelidikan, dan benar kejadian
yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan maka proses
penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan.3
Perbuatan penipuan ditentukan dalam pasal 378 KUHPidana, Dapat
diancam dengan ancaman pidana pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP):
“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain dengan melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan
rangkaiankebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu
benda kepadannya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4
tahun.”4
Penipuan adalah suatu perilaku yang bersumber dari kemunafikan. Hal ini
merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta. Jika ditinjau dari
tujuan hukum, yang antara lain seperti yang telah dikemukakan, akibat penipuan
pihak tertipu dirugikan. Perbedaan kesalahan bukan hanya pada pihak penipu,
melainkan pihak pemilik harta juga bersalah yaitu karena kebodohannya sehingga
3Yahman, karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan ((Jakarta Timur: Sinar
Grafika, 2014), h.80
4Kitab Undang- Undang Hukum Pidana & Kitab Hukum Acara Pidana, ( Cet. IX;
Bandung: Citra Umbara, 2013 ), h.161.
5ia tertipu. Atas dasar ini sanksi yang dikenakan terhadap penipu lebih ringan jika
dibanding dengan pidana pencurian. Namun jika ditinjau dari sisi pelakunya,
penipu lebih memiliki potensi psikis yaitu kepandaian baik dalam kata-kata,
maupun dalam bidang administrasi. Dampak negatif yang ditimbulkan yaitu
kerugian dari pihak korban, besar kemungkinan berlipat ganda dari pada kerugian
yang ditimbulkaan dari pada pencurian. Ditinjau dari ruh syariat menipu adalah
membohongi. Berlaku dusta adalah merupakan ciri munafik.
orang munafik lebih membahayakan dari pada orang kafir. Jika merampas
atau merampok harta hukumannya seperti hukuman orang kafir yaitu hukum
bunuh. Maka hukuman terhadap orang munafik minimal sama dengan hukuman
yang ditentukan terhadap perampok.5 Sedangkan kejahatan tentang pembantuan
dalam melakukan perbuatan pidana atau tentang turut serta melakukan atau
perbuatan yang dapat dihukum pasal 56 KUHPidana, yaitu dipidana bagi mereka
sebagian pembuat yang antara lain, menyuruh melakukan, menganjurkan,
memberikan kesempatan, membujuk yang biasa disebut aktor inisiator (bukan
pelaku langsung atau ikut serta bersama sama eksekutor (pelaku langsung),
meskipun perannya kecil dalam keikut sertaannya tersebut, namun peran yang
kecil tersebut melengkapi terwujudnya secara sempurna suatu delik. Maka
kesemua mereka itu dapat dihukum sebagai ikut serta atau bersama-sama secara
langsung atau tidak langsung terjadinya suatu delik (pasal 56 KUHPidana).6
Perbuatan pembantuan dalam melakukan kejahatan, yang ditentukan
dalam pasal 56 KUHPidana, yang di dalam keikutsertaan seseorang tersebut
5Zainuddin Haji, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.71.
6Ali Mahrus., Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,  2011), h.57.
6diistilahkan dengan beberapa istilah antara lain, pembujukan, menyuruh
melakukan, memberi kesempatan, memberi sarana dan prasarana, menganjurkan
dan sejenisnya. Dapat diancam dengan ancaman pidana pasal 56 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP):
”Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan.7
Perbuatan pembantuan yang ditentukan dalam pasal 56 KUHPidana, yang
di dalamnya keikutsertaan seseorang tersebut diistilahan dengan beberapa istilah,
antara lain, pembujukan, menyuru melakukan, memberi kesempatan, memberi
sarana dan prasarana, menganjurkan dan sejenisnya. Prinsipnya adalah ada orang
lain yang berperan lain yang berkaitan menjadi satu kesatuan dengan terwujudnya
satu delik sempurna tersebut karena ada peran orang lain”turut serta” dan tidak
akan terwujud satu delik sempurna/lengkap tersebut bila tidak ada peran orang
lain dan peran tersebut bisa berupa cukup memberi sarana dan prasarana,
kesempatan, melakukan pembujukan, menyuruh melakukan bisa disebut “pelaku
intelektual. Sedangkan yang turut membantu pelaksanaan dilapangann, baik
keseluruhan atau separuh. Biasanya diistilahkan sebagai pelaku langsung “pelaku
material’, namun pelaku langsung dikendalikan oleh pelaku tidak langsung
“intelektual dader” yang bisa berupa menyuruh, membujuk, atau menganjurkan
dengan suatu janji-janji hadiah, pengharapan atau ancaman. Turut sertanya
7Kitab Undang- Undang Hukum Pidana & Kitab Hukum Acara Pidana, ( Cet. IX;
Bandung: Citra Umbara, 2013 ), h.30.
7seseorang karena ancaman mengikutinya, karena bila tidak ikut perintah yang
menyuruhnya akan membahayakan hidupnya sendiri dan keluarganya, turut serta
dapat menjadi “keadaan terpaksa” namun dengan catatan keadaan terpaksa
tersebut betul-betul merupakan keadaan yang bila tidak dilakukan akan
membuatnya ia mati atau luka yang serius atau ancaman mati bagi dirinya dan
keluarganya sudah amat dekat di depan mata, tinggal satu kali dipicu oleh yang
menyuruhnya. Keadaan terpaksa sebagai unsur pemaaf dalam hukum, dalam
kaitan turut-serta karena dipaksa. Atau bukan yang dimaksud karena keadaan
terpaksa karena ada utang piutang yang bernilai besar dan melilitnya dan harus
dilunasinya dengan cara dipaksa berbuat kejahatan. Keadaan terpaksa yang
dimaksud teralhir ini tidak dimaksud ada unsur pemaafnya, tetapi dipertanggung
jawabkan sebagai kejahatan apapun perannya dalam keikutsertaannya.8
Dalam kenyataan sering terjadi bahwa lebih dari seseorang terlibat dari
satu peristiwa tindak pidana, disamping pelaku, atau seorang atau beberapa orang
lain, yang turut terlibat dalam hukum pidana ini dinamkan penyertaan
(deelneming) yaitu peristiwa dimana lebih dari satu orang melakukan satu tindak
pidana.
Klasifikasi dalam pembantuan menurut pasal 56 KUHP yaitu:
1. Pembuat (dader), yang terdiri dari mereka yang:
a) Melakukan (plegen)
b) Menyuruh melakukan (doen plegen)
c) Turut serta melakukan (medeplegen)
8Hamsir, Pengantar Hukum Pidana Dan Hukum Acara Pidana (Analisis Sosiologis pasal-
pasal tertentu dalam KUHP dan KUHAP) (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h.2.
8d) Menganjurkan melakukan (uitlokken)
2. pembantu kejahatan (medeplichtige) (pasal56). Membantu melakukan
pelanggaran (overtrending) tidak dipidana (pasal 60).
Yang turut serta melakukan, yaitu seorang pembuat turut serta mengambil
prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu
mereka bersama-sama melakukan delik. Contohnya A dan B sepakat untuk
bersama-sama memerkosa seorang wanita. Keduanya membuat rencana dan
bersama-sama mereka melaksanakannya, yaitu A dengan kekerasan memegang
wanita itu (unsur kekerasan dan ancaman kekerasan) dan B melakukan
perbuatanperkosaan (unsur persetubuhan). Dalam contoh tadi, untuk turut serta,
perbuatan seseorang tidak perlu harus memenuhi unsur delik, cukup unsur tertentu
dari rumusan delik. Sudah cukup jika yang bersangkutan turut serta dalam
perundingan dan kemudian bersama-sama orang lain melaksanakannya.9
Adapun Hadis tentang Penipuan adalah:
 ُﻮَﺑأَو ،ٍﺪﯿِﻌَﺳ ُﻦْﺑ َﻰﯿَْﺤﯾَو ،َﺲﯾِرِْدإ ُﻦْﺑ ِﷲ ُﺪْﺒَﻋ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ،َﺔَﺒْﯿَﺷ ِﻲَﺑأ ُﻦْﺑ ِﺮَْﻜﺑ ُﻮَﺑأ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣو
 َﺒُﻋ ْﻦَﻋ ،َﺔَﻣﺎَُﺳأ ُﻦْﺑ َﻰﯿْﺤَﯾ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ،َُﮫﻟ ُﻆْﻔﱠﻠﻟاَو ،ٍبْﺮَﺣ ُﻦْﺑ ُﺮَْﯿھُز ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣو ح ،ِﷲ ِﺪْﯿ
 :َلَﺎﻗ ،َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ،ِجَﺮَْﻋْﻷا ِﻦَﻋ ،ِدَﺎﻧ ﱢﺰﻟا ُﻮَﺑأ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ،ِﷲ ِﺪَْﯿﺒُﻋ ْﻦَﻋ ،ٍﺪﯿِﻌَﺳ» َﻰَﮭﻧ
 َﺑ ْﻦَﻋ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُلﻮُﺳَر ِرَﺮَﻐْﻟا ِﻊَْﯿﺑ ْﻦَﻋَو ،ِةﺎَﺼَﺤْﻟا ِﻊْﯿ«10
9 Satochid kartanegara, Hukum Pidana Umun dan Tertulis di Indonesia (Cet. 2; Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada), h.213.
10Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, juz.III
Bairut: Dar Ihya’ al-Turas al-‘Arabi, t.th., h.1153.
9Artinya:
Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah
menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa'id serta
Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah
menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah
menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Ubaidillah telah
menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dia
berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli dengan
cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang
mengandung unsur penipuan. (HR. Muslim)
Hadis tentang pembantuan atau penyertaan yaitu
 ،َةَِﺪﺋاَز ْﻦَﻋ ، ﱡِﻲﻔْﻌُﺠْﻟا ﱟِﻲﻠَﻋ ُﻦْﺑ ُﻦْﯿَﺴُﺣ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ،َناَﻮْﻛَذ ِﻦْﺑ ِﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ
 ْﻢُﻛﺎﱠِﯾإ " :َلَﺎﻗ َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ﱢِﻲﺒﱠﻨﻟا ِﻦَﻋ ،َةَﺮْﯾَُﺮھ ِﻲَﺑأ ْﻦَﻋ ،ِجَﺮَْﻋْﻷا ِﻦَﻤْﺣ ﱠﺮﻟا
 َﺗ َﻻَو ،اﻮُﺴﱠﺴََﺤﺗ َﻻَو ،اﻮُﺴ ﱠﺴََﺠﺗ َﻻ ،ِﺚﯾِﺪَﺤْﻟا ُبَﺬَْﻛأ ﱠﻦﱠﻈﻟا ﱠِنَﺈﻓ ، ﱠﻦﱠﻈﻟاَو َﻻَو ،اﻮَُﺴﻓَﺎﻨ
 ًﺎﻧاَﻮِْﺧإ ِﷲ َدﺎَﺒِﻋ اُﻮﻧﻮُﻛَو ،اﻮُﻀَﻏَﺎَﺒﺗ َﻻَو ،اوُﺮَﺑاََﺪﺗ َﻻَو ،اﻮُﺸَﺟَﺎَﻨﺗ"11
Artinya:
Telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali Al Ju'fi dari Za`idah dari
Abdullah bin Dzakwan dari Abdurrahman Al A'raj dari Abu Hurairah dari
Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam, beliau bersabda: "Jauhilah berburuk
sangka, karena berburuk sangka adalah sedusta-dusta pembicaraan, jangan
mencari-cari aib orang lain serta mencari-cari isu, jangan saling bersaing
serta jangan pula saling bersekongkol dalam melakukan penawaran tinggi
terhadap barang agar orang lain terpengaruh untuk membelinya, janganlah
saling bermusuhan dan jangan pula saling membenci, jadilah kalian
sebagai hamba Allah yang saling bersaudara."
Berkaitan dengan masalah pembantuan dalam penipuan penulis tertarik
untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana kasus tindak pidana pembantuan
dalam penipuan di dalam masyarakat yang dilakukan oleh Sutrawati, Amk Binti
11Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Bin Hilal bin Asad al-Syaibni,
Musnad Ah}mad bin Hanbal, juz. XIII (Cet.I: t.tp.: Muassasah al-Risalah, t.th.), h.247-248.
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H.Alimuddin dalam putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor:
237/Pid.B/2015/PN.Sgm
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu
luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka
penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka
penulis membatasi permasalahan tentang Tindak Pidana Pembantuan dalam
Penipuan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam sebagai berikut:
1. Fokus Penelitian
a. Tindak Pidana Penipuan
b. Pembantuan Kejahatan
c. Hukum Pidana Islam
2. Deskripsi Fokus
a. Pengertian Penipuan
Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal
378 kitab undang-undang hukum pidana. Sifat hakekat dari kejahatan penipuan itu
adalah maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak,
menggerakan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan
mempergunakan upaya-upaya penipuan.12
b. Pengertian Pembantuan kejahatan
12P.A.F Laamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus (Bandung: Tarsito,
1979), h. 262.
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Penyertaan (deelneming) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk
turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun pisik
dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak
pidana.13
c. Pengertian Hukum Pidana Islam
Hukum Pidana Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah
dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan
diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.14
Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1. Tindak Pidana Penipuan 1. Pengertian Penipuan
2. Pembantuan Kejahatan 2. Pengertian Pembantuan Kejahatan
3. Hukum Pidana Islam 3. Pengertian Hukum Pidana Islam
C. Rumusan Masalah
Rumusan masalah ini terbagi atas dua yaitu, pokok masalah yaitu
“Bagaimana Tindak pidana pembantuan penipuan dalam perspektif hukum Pidana
Islam?” dan sub-masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembantuan
penipuan dalam putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Sgm?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pembantuan penipuan?
13Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (percobaan dan penyertaan) (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada 2002), h.71.
14Mardani, Hukum pidana Islam (Cet. 2; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 4.
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3. Bagaimana pandangan hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana
pembantuan penipuan?
D. Kajian Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan
dasar, antara lain:
1. Laden Marpaung dalam bukunya “Asas Teori Praktek Hukum
Pidana”, diterbitkan oleh Sinar Grafika, tahun 2005. Buku ini berisi,
antara lain mengenai dalam kamus besar bahasa indonesia dimuat arti kata
membantu yaitu tolong atau penolong, membantu artinya memberi
sokongan . dengan demikian, perbuatan membantu tersebut sifatnya
menolong atau memberi sokongan. Dalam hal ini, tidak boleh merupakan
perbuatan pelaksanaan jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan,
pelaku telah termasuk mededader bukan lagi mebantu. Mengenai rumusan
“sengaja”, dalam hal ini telah cukup jika yang bersangkutan mengetahui
bahwa apa yang dilakukan itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan
itu atau apa yang dilakukan berhubungan dengan kejahatan yang akan
dilakukan. membantu adalah suatu kejahatan dengan perbuatan bersiffat
aktif. Adakalanya perbuatan “membantu” dilakukan tanpa berbuat atau
bersifat pasif. Hal ini dapat terjadi jika seseorang berkewajiban untuk
berbuat tetapi "tidak berbuat" misalnya petugas ronda sengaja tidak
melakukan ronda agar maling dapat masuk ke rumah A atau penjaga
gudang walaupun barang di gudang diambil orang ia diam saja tanpa
13
berusaha melarang atau mencegah..15 Dalam buku ini belum menjelaskan
secara rinci mengenai turut serta dalam melakukan penipuan sehingga
penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah tersebut.
2. Adami Chazawi dalam bukunya “Pelajaran Hukum Pidana (percobaan
dan Penyertaan)”, diterbitkan oleh PT Raja Grafindo, tahun 2002. Buku
ini berisi, antara lain mengenai dimana ‘pembantuan” adalah pengertian
yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang
baik secara psikis maupun pisik dengan melakukan masing-masing
perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang
terlibat dalam kerja sama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan
masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga
bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak
pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-
perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjadilah suatu hubungan
yang sedemikian rupa eratnya, dimana perbuatan oleh yang satu
menunjang perbuatan oleh lainnya yang semuanya mengarah pada satu
ialah terwujudnya tindak pidana.16 Dalam buku ini belum menjelaskan
secara rinci mengenai pembantuan dalam penipuan terlebih lagi dari sudut
pandang Islam, sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci
mengenai masalah tersebut.
15Laden Marpaung, Asas Teori Praktek Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
h.77.
16Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (percobaan dan penyertaan) (Jakarta: PT
Raja Grafindo Persada 2002), h.71.
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3. Lamintang dan Djisman Samosir dalam bukunya “Delik-delik
Khusus”, diterbitkan oleh Tarsito, tahun 1979. Buku ini berisi, antara lain
mengenai kejahatan yang ditunjukan terhadap hak milik dan lain-lain hak
yang timbul dari hak milik. Adapun isi ringkas dalam  buku ini dimana
kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam pasal
378 kitab undang-undang hukum pidana. memang sifat hakekat dari
kejahatan penipuan itu adalah maksud menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hak,  menggerakan orang lain untuk
menyerahkan atau berbuat sesuatu, dengan mempergunakan upaya-upaya
penipuan seperti yang disebutkan di dalam pasal 378 kitab undang-undang
hukum pidana. Yang dimaksud benda di dalam pasal ini, sama hal nya
dengan pengertian benda di dalam kejahatan pencurian dan penggelapan
adalah benda yang berwujud dan bergerak. Penyerahan benda yang
menjadi objek dari kejahatan penipuan ini tidaklah disyaratkan, bahwa
benda tersebut harus diserahkan langsung oleh orang yang tertipu kepada
si penipu, melainkan juga dapat diserahkan oleh orang yang tertipu kepada
si penipu., dengan permintaan supaya benda tersebut diserahkan kepada
orang yang telah menggerakan dirinya untuk melakukan penyerahan benda
tersebut.17 Dalam buku ini belum menjelaskan secara rinci mengenai
penyertaan dalam melakukan penipuan sehingga penelitian ini akan
menjelaskan lebih rinci mengenai masalah tersebut.
17P.A.F Laamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus (Bandung: Tarsito,
1979), h. 262.
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4. Ahmad Hanafi dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Islam”,
diterbitkan oleh PT Bulan Bintang, tahun 1995. Buku ini berisi, antara lain
mengenai tentang jarimah “percobaan” tidak kita dapati di kalangan
fuqaha, bahkan istilah “percobaan” dengan pengertian tehnis yuridis juga
tidak dikenal oleh mereka. Apa yang dibicarakn pada mereka adalah
pemisahan antara jarimah yang telah selesai dengan jarimah yang belum
selesai. Hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak membicarakan isis teori
tentang ‘percobaan’ sebagai mana yang akan terlihat nanti. Tidak adanya
perhatian secara khusus terhadap jarimah “percobaan” disebabkan karena
dua hal yaitu yang pertama : percobaan melakukan jarimah tidak
dikenakan hukuman had atau qisas, melainkan dengan hukuman ta’zir,
bagaimanapun juga macamnya jarimah itu.18 Dalam buku ini belum
menjelaskan secara rinci mengenai pembantuan penipuan dari sudut
pandang islam, sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci
mengenai masalah tersebut.
5. Mr. J.E Jonkers dalam bukunya “Hukum Pidana Hindia Belanda”,
diterbitkan oleh PT Bina Aksara, tahun 1987. Buku ini berisi, antara lain
mengenai pembantuan (medeplichtigheid) pembantuan tidak seberat
seperti keadaan kawan berbuat dan pernyataan. Hal ini ternyata dalam 2
halaman. Hukum pokok yang seberat-beratnya untuk kejahatan terhadap
seseorang pembantu dikurangi dengan 1/3 dan apabila merupakan
kejahatan, yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup, maka
18Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet. 5; Jakarta: PT Bulan Bintang
1995), h.118.
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ia paling berat dapat dihukum dengan hukuman penjara selama 15 tahun.
Selanjutnya pembantuan dalam pelanggaran tidak dapat dipidana. Ada 2
macam pembantuan, yaitu pembantuan dalam melakukan kejahatan, jadi
semacam pengambilan bagian, yang dilakukan bersama dengan perbuatan
itu dan antuan yang mendahului perbuatannya, yaitu dengan sengaja
memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan
kejahatan. Bentuk yang pertama sukar diperbedakan dari keadaan kawan
berbuat. Pembantuan menyatakan kerja sama yang kurang erat dari pada
keadaan kawan berbuat, sedangkan kawan berbuat dan penyertaan
melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Selanjutnya dalam keadaan
sebagai kawan berbuat ikhtiar untuk bertindak diambil oleh semua
penyerta, sebaliknya dalam pembantuan seorang pembantu tidak
mempunyai peranan penting dan pimpinan dipegang oleh si pembuat.
Meskipun ada perbuatan-perbuatan yang khusus merupakan perbuatan-
perbuatan bantuan, seperti menjaga diluar untuk memberitahukan kawan-
kawannya apabila ada bahaya, sedang orang lain sementaraitu melakukan
peristiwa tersebut, tetapi dalam kebanyakan hal, pertanyaan apakah
sesuatu merupakan perbuatan pelaksanaan atau perbuatan bantuan,
tergantung dari pada perjanjian yang diadakan antara penyerta-penyerta
dan keadaan batin mereka. Contoh-contoh mengenai ini adalah : seorang
penjaga gedung membuka pintu rahasia demi keperluan pencuri, yang
memudahan bagi pencuri itu untuk mengambil barang-barang yang
dikehendaki dan pergi tanpa diketahui, seorang tukang besi memberi si
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pencuri suatu mata kunci dari rumah dimana ia akan mencuri, seorang
yang diberitahu memberitahukan kepada pencuri itu kunci rahasia dari
lemari besi.19 Dalam buku ini belum menjelaskan secara rinci mengenai
penyertaan dalam penipuan terlebih lagi dari sudut pandang Islam,
sehingga penelitian ini akan menjelaskan lebih rinci mengenai masalah
tersebut.
6. Mahrus Ali dalam bukunya “Dasar-dasar Hukum Pidana”, diterbitkan
oleh, Sinar Grafika, tahun 2002. Buku ini berisi, antara lain mengenai
penyertaan (deelneming delicten), KUHP tidak memberikan pengertian
tentang delik penyertaan (deelneming delicten) yang ada hanyalah bentuk-
bentuk penyertaan baik sebagai pembuat (dader) maupun sebagai
pembantu (medeplichtige). Berdasarkan ketentuan pasal 56 KUHP tersebut
dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan adalah
apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana
atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu
orang. Meskipun ciri pada pernyataan perbuatan pidana itu ada apabila
dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seseorang tetapi
tidak setiap orang yang tersangkut terjadinya perbuatan pidana itu
dinamakan sebagai peserta yang dapat dipidana, karena mereka harus
memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan pasal 55 KUHP
sebagai orang yang melakukan (plager), atau turut serta melakukan
(medepleger), atau menyuruh lakukan (doenpleger), atau menganjurkan
19 Mr. J.E Jonkers, hukum pidana hindia belanda (Jakarta: PT Bina Aksara, 1987), h.183
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untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokker), atau membantu melakukan
perbuatan pidana (medeplichtige). Diluar kelima jenis peserta ini menurut
sisten KUHP tidak ada peserta yang dapat dipidana).20 Dalam buku ini
belum menjelaskan secara rinci mengenai penyertaan dalam penipuan
terlebih lagi dari sudut pandang Islam, sehingga penelitian ini akan
menjelaskan lebih rinci mengenai masalah tersebut.
E. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
a. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana
pembantuan dalam penipuan dalam putusan Nomor:
237/Pid.B/2015/PN.Sgm.
b. Untuk mengetahui Bentuk-bentuk pembantuan penipuan.
c. Untuk Mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi
pidana pembantuan dalam penipuan .
2. Kegunaan
a. Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini untuk memberikan sumbangan
pengetahuan bagi perkembangan disiplin ilmu hukum khususnya
mengenai Tindak pidana pembantuan dalam penipuan ditinjau dari hukum
pidana Islam.
b. Kegunaan praktis
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan maupun
sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum khususnya, serta
20Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015), h.122.
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kepada masyarakat pada umumnya serta dapat bermanfaat sebagai sumber
informasi bagi para pihak yang ingin mengetahui dan memahami tentang
tindak pidana tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana pembantuan






Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah
satunya adalah kejahatan penipuan, banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan
dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada
semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin
kompleks.
Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan
berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan
penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat
menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan
masyarakat.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada pasal 378 menegaskan
bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi
pidana. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakkan dalam
pelanggarnya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan
diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga
aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga
yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan,
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pengadilan. Kasus-kasus penipuan akhir-akhir ini semakin berkembang dan sering
terjadi meskipun tindak pidana ini telah diatur di dalam KUHP.1
Dalam perkara penipuan terdapat pihak yang menipu dan pihak yang
tertipu. Dari fakta yan dapat disaksikan ternyata penipuan banyak merambah
kemana-mana tanpa pandang bulu, dikarenakan tuntutan ekonomi yang sanga
tmendesak. Banyak kasus tindak pidana penipuan yang beredar dengan modus
yang bervariasi. Praktik-praktik tersebut dirasa sangat merugikan salah satu pihak
dan tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana.
Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai
obyek harta benda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
terbentang dari Pasal 378 berbunyi:
“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat
palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan
hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.” Dalam ketentuan Pasal 378 penipuan terdiri
dari unsur-unsur obyektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang
digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda,
memberi hutang, dan menghapuskan piutang), dan cara menggerakkan dengan
memakai nama palsu, memakai martabat palsu, memakai tipu muslihat, dan
memakai serangkaian kebohongan. Selanjutnya adalah unsur-unsur subyektif
1Mansyur, Negara dan korupsi, (Jakarta:Yayasan obor Indonesia, 2008), h.32.
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yang meliputi maksud untuk menguntungkan diri seniri dan orang lain dan
maksud melawan hukum.2
Penipuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu
berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu,
dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung. Penipuan
berarti proses perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengeco). Dengan
demikian maka berarti yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang
menipu disebut dengan penipu oleh orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat
diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak
jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain
untuk kepentingan dirinya atau kelompok.
Penipuan memiliki pengertian yang hampir sama, yakni tindakan yang
menyalahi aturan serta tidak jujur demi mendapatkan keuntungan pribadi
sebanyak mungkin. Sudah jelas, bahwa para pelaku kejahatan ini hanya
memikirkan kepentingan pribadinya. Mereka tidak perduli dengan nasib
korbannya, yang penting misi dan tujuan mereka tercapai. Kejahatan jenis ini
sering terjadi karena masyarakat kita kerap kurang waspada sehingga sulit bagi
aparat untuk memburu para pelaku. Maraknya kejahatan itu juga terjadi karena
masyarakat tidak tahu tindakan yang harus diambil. Bahkan, ada yang tidak tahu
bahwa dirinya baru saja menjadi korban kejahatan.
Penipuan juga dapat diartikan tindakan seseorang atau kelompok dengan
tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa
2Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, (Jakarta: Gunung Mulia, 1983), hlm. 631.
23
terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar dengan tujuan mencari suatu
keuntungan. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan menerangkan sesuatu
yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah
tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan
orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan
nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula
dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.3
2. Unsur-unsur penipuan
Dalam KUHP tentang Penipuan terdapat dalam pasal 378 termuat berbagai
bentuk penipuan. Penipuan dikenal dengan sebutan bedrog atau perbuatan orang.
Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan orang adalah Pasal 378 KUHP tentang
Penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut, maka tindak pidana penipuan memiliki
unsur-unsur pokok, yaitu :
a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat
daripelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan.Keuntungan ini adalah
tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan
tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud
tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga
pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus
bersifat melawan hukum.
3Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h.34.
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b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan
(nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian
kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara
pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang.
c. Nama Palsu dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang
sebenarnya, meskipun perbedaan tersebut sangat kecil. Apabila penipu
menggunakan nama orang lain yang sama dengan nama dan dengan dia sendiri,
maka penipu dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit
dusta.
d. Tipu Muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian
rupa sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas
kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tipu muslihat ini bukanlah ucapan
melainkan perbuatan atau tindakan.
e. Pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang
memberikan pernyataan bahwa dia berada dalam suatu keadaan tertentu dan
keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan tersebut.
Rangkaian Kebohongan dianggap tidak cukup sebagai alatnya yaitu:
1) penggerak. “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai
kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan
kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka
secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah
merupakan suatu “kebenaran.” Rangkaian kebohongan itu harus diucapkan
secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima
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secara logis dan benar. Dengan demikian, kata yang satu memperkuat atau
membenarkan kata orang lain.
2) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau
memberi utang, atau menghapus utang. Dalam perbuatan menggunakan
orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan
kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. “Harus terdapat suatu
hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan
yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai
akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti
tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya
alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan
seseorang yang normalsehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-
alat penggerak itu harus dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut
menyerahkan sesuatu barang.4
Adapun Unsur-unsur lain dari tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut :
1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu
barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu
diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang
diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga
kepunyaan orang lain.
4Bastian Bastari, Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan, (Makassar, 2011), h.40.
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2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang
lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk
merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan
barang itu dengan jalan :
a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur
dalam Pasal 378 KUHP.
Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka
seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana
dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam
Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat
dijatuhi pidana sesuai perbuatannya
Rumusan penipuan tersebut terdiri dari unsur-unsur objektif yang meliputi
perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada
orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapuskan piutang),
dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu,
memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian
kebohongan. Selanjutnya adalah unsur¬unsur subjektif yang meliputi maksud
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum.
Dari pernyataan di atas dapat disimpulakan bahwa dalam penipuan tidak
menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk
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Pengertian orang yang membantu adalah mereka yang dengan sengaja
memberi bantuan untuk melakukan kejahatan, sengaja memberi kesempatan, daya
upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Pasal 56 KUHP merumuskan
sebagai berikut :
Sebagai pembantu melakukan kejahatan dipidana :
ke-1 orang yang dengan sengaja membantu waktu kejahatan itu dilakukan.
ke-2 orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiar atau
keterangan untuk melakukan kejahatan itu.
Pasal 56 KUHP menjelaskan tentang medeplichtigheid atau pembantuan
dimana ancaman pidana bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan,
secara sengaja memberikan bantuan atau memberikan kesempatan serta daya
upaya atau keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tindak pidana.
Medeplichtigheid atau pembantuan terjadi apabila terdapat 2 (dua) orang yang
satu sebagai pembuat (dader) sedangkan yang lain sebagai pembantu
(medeplichtigheid).
Unsur sengaja dalam medeplichtigheid ini merupakan unsur yang tidak
dapat diabaikan karena unsur sengaja ditujukan pada perbuatan atau sikap dalam
5Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.62.
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memberi bantuan. Pembantuan medeplichtigheid merupakan suatu keikut turut
sertaan yang tidak berdiri sendiri.
Perihal pertanggung jawaban pidana bagi pembantuan sendiri dimuat
dalam pasal 57 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut :
1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
dikurangi sepertiganya.
2. Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
3. Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi
kejahatannya sendiri.
4. Dalam menentukan pidana bagi si pembantu kejahatan, yang
diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar
olehnya, beserta akibatnya-akibatnya.
dimana dalam hal pertanggung jawaban pidana bagi pembuat pembantu itu
terbatas atau dibatasi, yakni hanya pada wujud perbuatan apa yang sengaja
dipermudah atau diperlancar olehnya saja. Akan tetapi di lain pihak, tanggung
jawab pembuat pembantu dapat diperluas tergantung pada akibat yang
ditimbulkan berupa keadaan-keadaan objektif yang memberatkan yang timbul
setelah diwujudkannya perbuatan (kejahatan) yang sengaja dipermudah atau
diperlancar olehnya. Artinya bahwa pembuat pembantu itu adalah bergantung
pada apa yang diperbuat oleh pelaksananya sehingga tanggung jawab pembuat
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pembantu tidak mungkin menyimpang atau melebihi apa yang telah diperbuat
oleh pembuat pelaksana.6
2. Bentuk-bentuk Pembantuan
Berdasarkan rumusan rumusan pasal 56 KUHP ada dua jenis pembantuan
yaitu:
1. Pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan
Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara
memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Kesempatan adalah memberikan
peluang untuk seseseorang melakukan kejahatan. Sarana adalah memberikan alat
yang digunakan untuk mempermudah kejahatan itu. Keterangan adalah
menyampaikan ucapan-ucapan berupa nasihat kepada orang lain untuk melakukan
kejahatan.
2. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan.
Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP.
Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan ini mirip dengan turut serta
(medeplegen), namun perbedaannya terletak pada :
a. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu atau menunjang,
sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaa.
b. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa
diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan atau berkepentingan
sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja
6A. Z. Abidin. 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan,
dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2006), hlm. 24.
30
melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai
tujuan sendiri.
c. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan
dikurangi 1/3 (sepertiga), sedangkan turut serta dipidana sama.
Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP tentang Pembantuan dikatakan bahwa
elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak
mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk
melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu
harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau
keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri,
maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (uitlokking).
Misalnya, pencuri datang pada seorang pembantu rumah tangga
memberitahukan, bahwa ia akan mencuri dirumah majikan pembantu rumah
tangga itu, jika kemudian pembantu rumah tangga itu memberikan keterangan-
keterangan letak berandkas atau memberikan kunci untuk membuka brandkas
majikannya, maka pembantu rumah tangga salah “membantu melakukan”
pencurian, karena untuk mencuri bukan asal dari dia akan tetapi dari pencuri
sendiri lain halnya apabila pembantu rumah tangga tersebut karena menyimpan
kunci brandkas majikannya, ia berniat mencuri uang dari brandkas tersebut, tetapi
tidak berani melakukan pencurian itu sendiri, kemudian ia datang pada seorang
yang jahat, dengan menyerahkan kunci brandkas kepadanya orang itu dimita
supaya menjalankan pencurian tersebut, maka pembantu rumah tangga itu
“membantu melakukan” (medeplichting), akan tetapi salah membujuk melakukan
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(uitlokking) pada pencuri oleh karena inisiatif untuk mencuri asalnya dari
pembantu rumah tangga.
Bantuan yang diberikan itu dapat berupa apa saja , baik moril ataupun
materil, tetapi sifatnya harus hanya membantu saja.
pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk
menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang
dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara
pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan
ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan.
Ada 2 macam antara pembantuan yaitu pembantuan aktif dan pembantuan
pasif:
1. Pembantuan aktif atau fisik (active medeplichtigheid)
adalah benar-benar terjadi suatu gerakan untuk melakukan suatu tindakan
(bantuan).
2. Pembantuan pasif atau non fisik (passive medeplichtigheid)
adalah tidak melakukan suatu gerakan/tindakan, namun dengan
kepasifannya itu ia telah dengan segaja memberi bantuan.7
Syarat-syarat pembantuan
1. Dari sudut subyektif
Kesengajaan pembuat pembantu ini tidak ditujukan pada pelaksanaan atau
penyelesaian kejahatan, melainkan hanya sekedar ditujukan pada mempermudah
pelaksanaan kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap bathin pembuat pembantu
7Sianturi, Asas-asa hukum pidana di indonesia dan penerapannya, (Jakarta: Storia
Grafika, 2002), h.28.
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terhadap kejahatan tidak sama dengan dengan sikap bathin dari pembuat
pelaksananya.
2. Dari sudut obyektif
Bahwa wujud dari perbuatan yang dilakuakan oleh pembuat pembantu
hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada
kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud
perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atas mempunyai
andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar
penyelesaian kejahatan. Artinya, wujud dari perbuatan pembuat pembantu itu,
tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah
wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksanaannya.8
C. Hukum Pidana Islam
1. Pengertian hukum pidana Islam
Pengertian hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang
mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat.
Syariat Islam yang dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asas bagi
setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi Syariat, yang
berarti menempatkan Allah sebagai pemegang dari segala hak, baik itu yang ada
pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap orang hanya
pelaksana dari kewajiban yang diperintahkan Allah. Perintah Allah yang
dimaksud, harus diamalkan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.
8Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, (Bandung: PT Eresco,
1989), h. 108
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Adapun hukum pidana islam sering dijumpai dengan istilah jinayah atau
jarimah. Secara Istilah, Jinayah dalam hukum Islam merupakan delik (tindak
pidana), yang merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Pengertian Jinayat
adalah perbuatan yang dilarang oleh agama, baik itu perbuatan mengenai jiwa,
harta benda atau lain sebagainya.
Adapun yang dimaksud dengan Jinayah ini meliputi : hukum membunuh
orang, memotong anggota tubuh, melukai orang, menghilangkan manfaat badan
seperti menghilangkan salah satu panca indera. Hukum Pidana Islam ini juga
membahas mengenai upaya-upaya prefentif, rehabilitatif, edukatif dan upaya-
upaya represif yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan yang disertai
dengan teori-teori mengenai hukuman.9
2. Dasar Hukum Pidana Islam
Sumber hukum tujuan Islam bertujuan untuk memahami sumber nilai
ajaran Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus ditaatinya.
Dan sistematis dan urutannya adalah sbb:
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat kumpulan
wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara
kandungan isinya ialah peraturan-peraturan hidup untuk mengatur kehidupan
manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan perkembangan
dirinya, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan alam
9 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.54.
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beserta makhluk lainnya. Serta menjelaskan tentang ancaman/hukuman bagi
hambanya yang melanggar ketentuannya.
Pada garis besarnya hukum Al-Qur’an itu ada dua macam. Pertama
hukum-hukum yang berhubungan dengan kepercayaan sebagai penegak agama.
Kedua, hukum-hukum yang berhubungan dengan kenegaraan kemasyarakatan dan
perhubungan antar sesamanya, seperti pidana, perdata, keluarga kenegaraan,
hubungan internasional dam lain-lain.
2. Sunnah / Hadits Nabi
Sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang kedua, karena hal-hal yang
diungkapkan oleh Al-Qur’an yang bersifat umum atau memerlukan penjelas,
maka Nabi Muhammad SAW. menjelaskan melalui sunnah, Sunnah adalah
perbuatan, perkataan, perizinan Nabi Muhammad SAW.
3. Ar-Ra’yu
Ar-Ra’yu atau penalaran adalah sumber ajaran Islam yang ketiga.
Penggunakan akal (penalaran) manusia dalam menginterpretasi ayat-ayat Al-
Qur’an dan sunnah yang bersifat umum. Hal itu dilakukan oleh ahli hukum Islam
karena memerlukan penalaran manusia.
Oleh karena itu, Ar’Ra’yu mengandung beberapa pengertian di antaranya.
a. Ijma’
Ijma’ adalah kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin pada suatu masa atas
sesuatu hukum sesudah masa Nabi Muhammad SAW.
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b. Ijtihad
Ijtihad adalah perincian ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan
Al-Hadits yang bersifat umum. Orang yang melakukan perincian disebut
Mujtahid.
c. Qiyas
Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu perkara yang belum ada
ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya.
d. Istihsan
Istihsan adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa dari hukum
peristiwa-peristiwa lain yang sejenisnya dan memberikan kepadanya hukum yang
lain yang sejenisnya. Pengecualian dimaksud dilakukan karena dasar yang kuat.
Hematnya Istihsan adalah menganggap baik sesuatu dengan alasan yang kuat.
e. Maslahat Mursalah
Ialah penetapan hukum berdasarkan kemaslhatan (kebaikan, kepentingan)
yang tidak ada ketentuannya dari syara’ baik ketentuan umum maupun ketentuan
khusus.
f. Saddu Zari’ah
Ialah menghambat/menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk
menolak kerusakan. Sebagai contoh, melarang orang meminum seteguk minuman
memabukkan (padahal seteguk itu tidak memabukkan) untuk menutupi jalan
kepada meminum yang banyak.
g. Urf
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Adalah kebiasan yang sudah turun-temurun tetapi tidak bertentangan dengan
ajaran Islam.
Diantara sumber-sumber hukum tersebut diatas hanya Al-Qur’an dan
Hadits yang berisi aturan-aturan asasi bersifat umum (kulli), sedang sumber-
sumber hukum yang lain lebih sesuai jika dikatakan hanya sebagai cara
mengambil hukum dari Al-Qur’an dan Hadits. Bahkan diantara kedua sumber
hukum ini hanya Al-Qur’an yang menjadi sumber hukum pokok, sedang Hadits
hanya penjelas terhadap maksud-maksud Al-Qur’an dan mengatur hal-hal yang
tidak diterangkan oleh Al-Qur’an. Oleh karena itu, tidak mungkin Hadits
menentang kepada Al-Qur’an, lebih-lebih sumber hukum yang lain.10
3. Tujuan Hukum Pidana Islam
Tujuan hukum itu dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan
Nabi Muhammad SAW baik yang termuat dalam Al-Qur’an atau Al-Hadis yaitu
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dengan jalan mengambil segala yang
bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna bagi
kehidupan manusia (kemaslahatan manusia: kemaslahatan yang dimaksud oleh
Abu Ishak Asy-Syathibiy dan disepakati oleh para ahli lainnya yaitu: memelihara
agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Oleh karenanya, tujuan hukum Islam
dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:
1. Aspek pembuat hukum Islam adalah Allah SWT dan Nabi Muhammad
saw, tujuan hukum Islam adalah untuk memenuhi keperluan manusia yang
bersifat daruriyyat yaitu kebutuhan primer, hajiyyat yaitu kebutuhan sekunder
10Santoso Topo, Membumikan hukum Pidana Islam, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003),
h.76.
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seperti berbagai fasilitas untuk bekerja maupun fasilitas umum, dan tahsiniyyat
dapat diartikan sebagai pemenuhan hal-hal yang menjadikan manusia mampu
berbua dan dan urusan-urusan hidup secara lebih baik. Selain itu, adalah untuk
ditaati dan dilaksanakan oleh manusia serta meningkatkan kemampuan manusia
untuk memahami hukum Islam melalui metodelogi pembentukannya (ushul al-
fiqh).
2. Aspek manusia sebagai pelaku dan pelaksana hukum Islam yaitu: tujuan
hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan manusia yang bahagia. Caranya
adalah dengan mengambil yang bermanfaat dan menolak yang tidak berguna bagi
kehidupan. Singkatnya untuk mencapai keridhoan Allah swt.
Berdasaarkan tujuan hukum Islam di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan
hukum pidana Islam adalah memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara
umum, dan keturunan. Oleh karena itu, kedudukan hukum pidana Islam amat
penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebab, empat dari lima tujuan syariat
yang disebutkan di atas, hanya dapat dicapai dengan mentaati ketentuan hukum
pidana Islam, dan dua diantaranya bertautan dengan ketentuan hukum perdata
Islam, yaitu harta dan keturunan, sementara akal dan jiwa semata-mata dipeliharai
oleh ketentuan hukum pidana Islam.11
4. Penipuan dalam Hukum Pidana Islam
penipuan adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk kepentingan
pribadi tetapi merugikan orang lain. Sedangkan secara sederhana penipuan atau
tipu muslihat, merupakan upaya seseorang untuk memperdayai orang lain, dengan
11Ahmad Wardi, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Hukum Pidana Islam, 1998). H 76.
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akal licik atau strategi mengiming-imingi sesuatu untuk meraih keuntungan
supaya orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Orang yang
memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti dilakukan dengan cara
menipu, adalah sebuah perbuatan dosa, Orang yang suka berbohong, tidak akan
dipercaya oleh manusia, pembicaraan dan perkataannya akan dicampakkan dan
akan dibenci manusia (karena kedustaannya itu). Dalam Fikih Jinayah tindak
pidana penipuan merupakan kejahatan yang termasuk dalam jarimah Ta’zir,
menurut bahasa, lafal Ta’zir berasal dari kata: Azzara yang berarti Man’u Wa
Radda (mencegah dan menolak), Ta’zir dapat berarti addaba (mendidik) atau
azhamu wa waqra yang artinya mengagungkan dan menghormat. Dari berbagai
pengertian makna Ta’zir yang paling relevan adalah al-Man’u wa Arraddu
(mencegah dan menolak), dan pengertian kedua Ta’dib (mendidik). Pengertian ini
sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahab
Zuhaili. Ta’zir diartikan mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah
pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Ta’zir diartikan mendidik karena
dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari
perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jadi
dengan demikian jarimah Ta’zir adalah suatu jarimah yang hukumannya
diserahkan kepada hakim atau penguasa. Hakim dalam hal ini diberi kewenangan
untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku jarimah Ta’zir. Dari definisi-definisi
yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa Ta’zir adalah suatu istilah untuk
hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh Syara’.
Di kalangan Fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh
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Syara’ dinamakan dengan jarimah Ta’zir. Jadi, istilah Ta’zir bisa digunakan untuk
hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana). Dari definisi tersebut, juga
dapat dipahami bahwa jarimah Ta’zir terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat
yang tidak dikenakan Had dan tidak pula Kafarat, dengan demikian, inti dari
jarimah Ta’zir adalah perbuatan maksiat. Disamping itu juga hukuman Ta’zir
dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun
perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini
tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya,
melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut ada maka perbuatannya
diharamkan, dan apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat
yang menjadi alasan dikenakannya hukuman atas perbuatannya tersebut adalah
membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu
perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut
dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam
perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman. untuk
mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, baik individu maupun sosial, serta
jasmani dan rohani.12
5. Pembantuan dalam Hukum Pidana Islam
Pengertian turutserta berbuat jarimah sesungguhnya berbeda dengan berserikat
dalam melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan jarimah disini dapat
terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil perbuatan
12Ahmad Wardih Muslih, Hukum Pidana Islam (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 24
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tersebut. Sedangkan berserikat dalam jarimah ialah sama-sama melakukan dan
menghendaki demikian juga hasil dari perbuatan tersebut.
Adapun ayat yang menjelaskan membantu melakukan kejahatan adalah
yang dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Maida ayat 2 :
 ِبَﺎﻘِﻌۡﻟ
Terjemahannya:
“Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Danbertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. ”
Tafsir:
Allah memerintahkan kepada hamba-Nya yang beriman agar saling tolongmenolong dalam melakukan berbagai kebajikan. Dan itulah yangdimaksud dalam kata al-birr (kebaktian). Dan tolong menolonglah kaliandalam meninggalkan berbagai kemunkaran. Dan inilah yang dimaksuddengan taqwa (dalam arti sempit, yakni menjaga untuk tidak melakukankemunkaran). Allah pun melarang mereka dari saling membela dalamkebathilan dan tolong menolong dalam dosa dan keharaman. Ibnu Jarirberkata dosa ialaah meninggalkan apa yang diperintahkan Allah untukdikerjakan. Sedangkan melanggar ialah melanggar batasan-batasan Allahyang telah dia tentukan dalam agama , dan melanggar kewajiban-kewajiban yang berkenaan dengan diri kalian pribadi atau berkaitandengan orang lain.13
Dalam Pidana Islam, Tindak pidana biasanya diistilahkan dengan istilah
jinayat atau al-jarimah. Jarimah ada kalanya dilakukan oleh satu orang dan
adakalanya pula oleh beberapa orang yang masing-masing ikut dalam
melaksanakannya. Berikut empat kategori bentuk kerjasama pidana (jarimah):
a. Pelaku turut melakukan tindak pidana, yaitu pelaku ikut melakukan unsur
material tindak pidana bersama orang lain.
b. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan
jarimah.
13Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, (Jakarta: Pustaka
Ibnu Katsir 2010). h.12.
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c. Pelaku menghasut (menyuruh orang lain untuk melakukan jarimah).
d. Pelaku memberi bantuan atau kesepakatan untuk dilakukannya jarimah
dengan berbagai cara tanpa turut berbuat.
Dari bentuk-bentuk kerjasama di atas, dapat dikemukakan 2 syarat umum
tindakan jarimah yang harus terdapat dalam perkara tindak pidana (jarimah):
a. Pertama, para pelaku terdiri atas beberapa orang. Jika pelaku hanya
sendirian, tidak ada istilah keturut-sertaan secara langsung atau tidak
langsung.
b. Kedua, para pelaku dihubungkan kepada suatu perbuatan yang dilarang
yang dijatuhi hukuman jika melanggarnya. Jika tidak termasuk dalam
pelangggaran tersebut, maka secara otomatis tidak masuk dalam perkara
pidana, secara otomatis pula tidak ada istilah keturut-sertaan.
Pembagian Turut Serta Melakukan Jarimah:
a. Turut serta secara langsung terjadi apabila orang -orang melakukan
jarimah dengan nyata lebih dari satu orang. Yang dimaksud dengan nyata adalah
bahwa setiap orang yang turut serta itu masing – masing mengambil bagian secara
langsung, walaupun tidak sampai selesai. Jadi cukup dianggap sebagai turut serta
secara langsung apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang
dipandang sebagai permulaan pelaksanaan jarimah itu.
Hukuman untuk Para Peserta Langsung
Pada dasarnya menurut Syari’at Islam banyaknya pembuat jarimah tidak
mempengaruhi besarnya hukuman yang dijatuhkan atas masing-masingnya seperti
kalau masing-masing dari mereka melakukan jarimah sendiri, meskipun masing-
42
masingnya ketika bersamasama dengan yang lainnya tidak melakukan semua
bagian-bagian perbuatan yang telah menimbulkan akibat yang terjadi.
Masing-masing peserta dalan jarimah bisa terpengaruh oleh keadaan
dirinya sendiri-sendiri, seperti cara terjadinya perbuatan, keadaan pembuat dan
niatnya.
Boleh jadi dalam penganiayaan bagi seseorang, sebagai pembelaan diri
bagi peserta, dan boleh jadi salah seorang peserta itu gila yang lain sehat
fikirannya, lainnya sengaja berbuat, dan yang lain lagi berbuat karena salah
sangka (kekhilafan). Semua keadaan tersebut dipengauhi oleh berat-ringannya
suatu hukuman, sebab orang yang membela diri tidak dapat dihukum asal tidak
melebihi batas-batas yang diperlukanm dan orang yang khilaf lebih ringan
daripada orang yang sengaja berbuat. Apabila jarimah yang mereka lakukan itu
adalah jarimah pembunuhan maka hukuman terhadap mereka diperselisihkan oleh
para fuqaha.
b. Turut Berbuat tidak langsung adalah setiap orang yang melakukan
perjanjian dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar
hukum, menyuruh orang lain untuk memberikan bantuan dalam perbuatan
tersebut dengan disertai kesengajaan.
Hukuman Pelaku Tidak Langsung :
Hukum dalam syariat Islam pada dasarnya telah ditetapkan jumlahnya
dalam jarimah hudud dan qishash, yang hanya di jatuhkan atas pelaku langsung,
bukan atas peserta tidak langsung. Dengan demikian, orang yang turut berbuat
tidak langsung dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman Ta’zir .Aturan pembeda
43
hukuman antara pelaku langsung dan tidak langsung tersebut, hanya berlaku pada
jarimah hudud dan Qishash dan tidak berlaku untuk jarimah Ta’zir. Sebab
perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk jarimah Ta’zir dan
hukumannya juga hukuman Ta’zir. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam
menentukan besar kecilnya hukuman Ta’zir, maka tidak ada perlunya membuat
pemisah antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman tidak langsung
dalam jarimah Ta’zir. Oleh karena itu hukuman pelaku tidak langsung
biasanya lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku
langsung. Alasan mengenai penjatuhan hukuman ini didasarkan atas hukuman
hukuman tersebut (hudud dan qishash) merupakan pelaku jarimah langsung
sedangkan berbuatnya pelaku tidak langsung merupakan subhat yang dapat
menggugurkan hukuman had. Aturan perbedaan hukuman antara pelaku langsung
dengan tidak langsung tersebut hanya terletak pada jarimah hudud dengan
qishash. Sedangkan Ta’zir tidak ada pembeda antara keduanya.14




Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan teliti dan
seksama guna memperoleh suatu kebenaran. Metode penelitian merupakan suatu
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu,
yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu,
dengan jalan menganalisisnya.1 Suatu metode penelitian akan mengemukakan
secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian.2 Dalam
melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian
menggunakan beberapa metode sebagai berikut :
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Jenis penelitian ini dalam ilmu sosial adalah Penelitian lapangan (field
research) kualitatif. penelitian kualitatif adalah sebagai suatu gambaran kompleks,
meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi
pada situasi yang alami. Penelitian ini bersifat deskriptif penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang3
untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-
1Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum (Surakarta: t.p,
2004), h.1-2
2Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h.3
3Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah
(Jakarta: Kencana, 2011), h.34
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fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.4 Namun dalam penelitian
hukum, penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris
adalah penelitian hukum yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum
tidak tertulis dan penelitian terhadap efektivitas hukum, yang bertujuan untuk
menelaah perilaku hukum warga masyarakat.5 Penelitian hukum empiris awalnya
yang diteliti adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian
terhadap data primer di lapangan atau masyarakat.6
Lokasi Penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa, Jalan Usman
Salengke No. 103, Sungguminasa, Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi
Selatan.
B. Pendekatan Penelitian
Jenis pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (hukum positif)
yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal
dalam peraturan perundang-undangan dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang
meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip dan
berdasarkan data kepustakaan melalui library research. Penelitian ini
menekankan segi-segi yuridis, dengan melihat pada peraturan perundang-
undangan dan penetapannya.
C. Sumber Data
Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:
a. Data Primer
4Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.75.
5Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986), h.51.
6Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, h.51.
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Data primer adalah data yang menjadi rujukan utama dari penelitian,
adapun yang menjadi data primer adalah hasil wawancara, dokumentasi dan
observasi, Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan Hakim
yang ditunjuk instansinya yaitu Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk menjadi
informan.
b. Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan
cara mempelajari literatur-literatur berupa buku-buku, karya ilmiah dan peraturan
perundang-undangan yang berkenang dengan pokok permasalahan yang dibahas.
D. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
wawancara, dokumentasi, observasi dan studi kepustakaan. Adapun penjelasannya
adalah sebagai berikut:
1. Wawancara
Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian
dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden
dengan menggunakan alat yang dinamakan Interview Guide (Panduan
Wawancara).7 Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan hakim
Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menangani kasus pembantuan dalam
penipuan.
2. Dokumentasi
7Moh Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h.193
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Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk
dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan
harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.8 . Dan dalam penelitian ini adalah
dari dokumen-dokumen tentang pembantuan dalam penipuan seperti putusan
Pengadilan Negeri Sungguminasa.
3. Observasi
Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung
maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.9 Peneliti melakukan
pengamatan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder.
4. Studi Kepustakaan
Penelitian kepustakaan adalah bentuk penelitian dengan cara
mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau keterangan-keterangan
yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun di dalam hal ini penulis akan
menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari literatur-literatur
mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan yang terkait
dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya. Adapun di dalam hal ini
penulis akan menganalisa perbandingan pelaksanaan yang akan diperoleh dari
literatur-literatur mengenai hukum, undang-undang, internet, serta semua bahan
yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas nantinya.
E. Instrumen Penelitian
8Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah,
h.141.
9Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, & Karya Ilmiah,
h.140.
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Instrumen Penelitian adalah “…alat pengumpulan data yang disesuaikan
dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi
penelitian.”10 Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:
1. Peneliti sebagai instrumen utama
2. Pedoman Wawancara
3. Handphone untuk dokumentasi dan recording
4. Alat tulis
5. Buku Catatan
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik
analisis dengan tahapan, antara lain Seleksi data, Pemeriksaan data, Klasifikasi
data dan Penyusunan data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:
1. Seleksi Data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok
permasalahan yang akan dibahas.
2. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai
kelengkapannya serta kejelasan.
3. Klasifikasi Data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar
memudahkan dalam mendeskripsikannya.
4. Penyusunan Data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis
sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban
permasalahan yang diajukan.
10Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah:
Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Laporan Penelitian (Makassar: Alauddin Press, 2013),
h.17.
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Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode
analisis kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif. Analisis kualitatif
maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci
kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan
gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan
untuk ditarik suatu kesimpulan.
G. Pengujian Keabsahan Data
Suatu penelitian diorientasikan pada derajat keilmiahan data penelitian.
Suatupenelitian dituntut agar memenuhi standar penelitian sampai dapat
memperoleh kesimpulan yang objektif. Maksudnya bahwa suatu penelitian bila
telah memenuhi standar objektivitas maka penelitian tersebut dianggap telah teruji
keabsahan data penelitiannya.
Dalam menguji keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validitas
hasil penelitian,dituntut meningkatkan ketekunan dalam penelitian.Pengamatan
yang cermat dan berkesinambungan dengan menggunakan teknik triangulasi.
Teknik triangulasi dalam penelitian merupakan teknik pemeriksaan
keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik
triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber
lainnya. Tetapi triangulasi yang dimaksud pada penelitian ini adalah triangulasi
sumber data penelitian.11




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-faktor penyebab terjadinya pembantuan penipuan dalam
putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/PN.Sgm
Menurut Amiruddin Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa
melalui wawancara yang penulis lakukan bahwa ada beberapa faktor yang
menyebabkan pembantuan dalam penipuan dalam putusan Nomor:
237/Pid.B/2015/Pn.Sgm antara lain yaitu:
1. Salah satu faktornya adalah karena terdakwa Sutrawati hanya ingin
menolong menjualkan mobil di tempat saudara kandung terdakwa bekerja,
yakni Alimin (dilakukan penuntut secara terpisah). yang menurut
penyampaian terdakwa bahwa adik kandungnya adalah Direktur
Marketing di Toyota.
2. Terdakwa hanya ingin membantu tetangganya yaitu korban Kasmawati,
yang meminta tolong kepada terdakwa karena hendak membeli sebuah
mobil.
3. Terdakwa Sutrawati hanya di suruh oleh adik kandung korban yaitu
Alimin (dilakukan penuntut secara terpisah), untuk mentransfer secepatnya
uang penjualan mobil di rekening adik kandungnya yang tranfer pertama
seharga 130 juta dan transfer ke kedua yaitu 20 juta jadi total yang korban
tranfer adalah 150 juta.
4. Terdakwa hanyalah sekedar menyambung pembicaraan Alimin yang
ditujukan kepada korban Kasmawati hanyalah pembicaraan biasa sebagai
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tetangga, apalagi berhubungan adik terdakwa yang melakukan transaksi
jual beli dengan kasmawati.1
Menurut Heru Sistha Aditya, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa
melalui wawancara yang penulis lakukan ada beberapa faktor penyebab terjadinya
pembantuan penipuan dalam putusan Nomor: 237/Pid.B/2015/Pn.Sgm penipuan
adalah:
1. Faktornya adalah terdakwa hanya membantu adik korban untuk menjual
mobil  promo tempat adik korban bekerja.
2. Terdakwa hanya ingin menolong korban yaitu tetangganya sendiri untuk
membeli sebuah mobil baru dengan harga murah karena korban ingin membeli
mobil.
3. Terdakwa Sutrawati diminta oleh adiknya Alimin untuk memberitahukan
kepada korban Kasmawati agar secepatnya mentransfer Lunas uang dari
pembelian mobil tersebut.2
B. Bentuk-bentuk pembantuan penipuan
Menurut Amiruddin Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa
melalui wawancara yang penulis lakukan Jaman sekarang Penipu ada dimana
mana, anda dituntut untuk selalu waspada jangan mudah tergiur oleh sesuatu yang
sifatnya belum anda kenal atau ketahui dengan pasti. Berikut adalah macam-
1Amiruddin Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara di
Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pada Tanggal 16 Februari 2017.
2Heru Sistha Aditya, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara di Pengadilan
Negeri Sungguminasa, Pada Tanggal 16 Februari 2017.
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macam modus pembantuan penipuan yang sering kita temukan dalam kehidupan
sehari-hari antara lain yaitu:
1. Penipuan kendaraan
Penipuan kendaraan biasanya dilakukan oleh orang terpercaya korban, si
pelaku penipuan menyuruh si pembantu penipuan mempromosikan kendaraan
dengan harga yang murah biasanya pelaku utamanya tidak ikut turun ke lapangan
bersama si pembantu penipuan si pelaku utama penipuan hanya merencanakan
kejahatannya saja setelah si pembantu penipuan mempromosikan barang dan
setelah mendapatkan pembeli si korban tergiur untuk membelinya karena
harganya yang murah setelah mempromosikan si pembantu penipuan menyuruh si
korban untuk mentransfer uang dan mendesak si korban jika tidak mentransfer
secepatnya maka kendaraan yang dipromosikan itu akan di beli orang lain banyak
yang mengincar mobil itu karena murah tpi itu adalah modus si pembantu
penipuan agar korbannya cepat mentransfer uang yang telah disepakati
sebelumnya, setelah uang ditransfer kendaraan tak kunjung datang si pembantu
penipuan hanya menjanjikannya saja bahwa kendaraannya akan tiba secepatnya
tpi ternyata si pelaku utama penipuan menghilang membawa uang yang telah
ditransfer oleh si korban sedangkan si pembantu penipuan di tagih terus oleh si
korban.
2. Lowongan Kerja Palsu
Modus Jenis penipuan ini, biasanya pelaku mengiklankan lowongan kerja
di suratkabar dengan nama PT tertentu. Dalam iklan lowongan tersebut disertakan
pula alamat serta posisi kerja yang dibutuhkan.
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3. Penipuan Via Telpon ( Telpon Palsu )
Anda ditelepon oleh polisi atau dari profider telepon yang anda gunakan.
Mereka akan meminta anda untuk mematikan handphone anda untuk suatu alasan.
Biasanya kalo polisi akan menggunakan alasan “untuk melacak jaringan telpon
pengedar narkoba”, sedangkan kalau dari profider biasanya menggunakan alasan
“ada error dalam sistem, apabila handphone masih diaktifkan maka dikhawatirkan
akan terjadi kerusakan pada handphone”. Yang diincar dari para pelaku yaitu
keluarga dan kerabat anda. Pelaku akan menghubungi keluarga/kerabat anda,
kemudian memberitahukan bahwa anda mengalami kecelakaan parah dan sedang
ditangani di ICU, pelaku akan meminta sejumlah uang untuk ditransfer untuk
biaya pengobatan. Keluarga akan semakin panik ketika tidak bisa menghubungi
ponsel anda, sehungga aksi pelaku pun dapat berjalan dengan lancar.
4. SMS Palsu
Adanya sms yang terkirim ke Hp anda dengan mengatas namakan
mama/papa/tante/kakak/adik, sms itu meminta anda untuk mentransfer pulsa ke
nomor si pengirim yang tidak lain adalah orang yang sebenarnya tidak anda kenal.
5. Investasi Fiktif
Modus penipuan ini dilakukan dengan cara menjanjikan keuntungan yang
besar dalam berinvestasi dengan syarat menanamkan modal dahulu berupa uang
tunai dan selanjutnya akan dikembalikan satu bulan kemudian plus keuntungan
dari modal yang telah di tanamkan.
6. Penipuan lewat telepon mengatas namakan undian berhadiah
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Meski sudah banyak orang yang tahu modus satu ini, namun penipuan
lewat telepon masih sukses menipu banya orang. Biasanya para penipu
menggunakan telepon untuk mengeruk uang korban dengan cara-cara tertentu.
Biasanya mereka menyebut bahwa korban telah memenangkan sebuah undian
berhadiah dan setelah itu korban di suruh untuk membayar pajak dari hadiah
tersebut lewat ATM tapi setelah itu hadiah yang di janjikan tidak datang-datang.
7. Penipuan Lewat Transaksi Online
Perkembangan situs belanja online sayangnya dibayangi dengan
munculnya model kejahatan baru. Apakah kamu pernah memenangkan sebuah
lelang dan diminta untuk mengiriman uang ke sebuah negara tertentu. mungkin
saat ini kamu harus lebih waspada. Seperti email dan telepon, modus penipuan ini
juga menggunakan fasilitas situs jual beli dan merek muncul dari beragam bentuk.
Ingat saja, membeli barang tanpa anda melihatnya sudah menjadi peringatan
Kamu tengah menjadi korban penipuan.
8. Meminjam uang dengan kembalian 2 lipat
Kasus seperti ini banyak terjadi di kalangan masyarakat si penipu
meminjam uang kepada korbannya dengan janji akan membayarnya 2 lipat
sehingga korbannya tidak segan-segan memberikan uang tersebut tetapi uang
yang diberikan si korban tidak dikembalikan juga dan si pelaku hilang dengan
membawa uang korban.
9. Hipnotis
Biasanya pelaku akan  terlebih dahulu berbincang-bincang dengan korban
misalnya sekedar bertanya atau dengan bersalaman. Dengan demikian, apabila si
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korban telah berada dalam pengaruh hipnotis maka si pelaku akan mengarahkan
korbannya untuk mentransfer sejumlah uang ke nomor rekening tertentu yang
telah dipersiapkan. Selain dengan pertemuan langsung, penipuan dengan modus
hipnotis juga bisa terjadi melalui telepon. Dimana si pelaku sebelumnya akan
mengarahkan korbannya untuk menuju ATM melalui telepon. Sehingga setibanya
korban di ATM, maka pelaku akan mengarahkan korban untuk mentransfer
sejumlah uang ke nomor rekening tertentu. Bila Anda tidak cukup jeli dan hati-
hati, Anda mungkin tidak akan sadar selama berhari-hari bahwa Anda telah
dihipnotis.
10. Penipuan dengan uang palsu
maraknya peredaran uang palsu. biasanya bentuk fisik uang palsu adalah
masih mulus dan baru, tidak dilipat. pelaku akan memilih tempat yang sepi, agak
gelap atau kurang cahaya penerangan, saat lampu mati, pedagangnya/ korban
cewek/ ibu-ibu, atau korban yang agak berumur, bisa juga saat toko anda ramai
pembeli dan pelaku akan tiba-tiba menyerobot/ tidak mau antri, bertransaki
dengan cepat. pelaku kadang berpura-pura marah-marah atau uring-uringan saat
membeli barang sehingga korban segan. kadang pelaku hanya menginginkan uang
kembalian saja. biasa pelaku hanya berpura-pura membeli barang misal nasi
campur 2 bungkus senilai 20 ribu dan minta uang kembaliannya dulu. setelah itu
berpamitan sebentar dan bilang akan kembali nanti untuk mengambil nasinya. tapi
kenyataannya tidak pernah kembali. kadang uang palsu juga ada di uang saat
menarik dari mesin atm atau di amplop gaji bulanan anda atau uang arisan Anda.
atau saat transaksi tunai jutaan rupiah. uang palsu saat ini juga meningkat secara
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kualitas. ada yang bisa mengeluarkan gambar dan angka saat disinar lampu
ultraviolet. jadi selalulah meraba dan melihat pita uang.3
Menurut Heru Sistha Aditya, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa
melalui wawancara yang penulis lakukan ada beberapa bentuk-bentuk
pembantuan dalam penipuan antar lain yaitu:
1. Penipuan dengan cara hipnotis
Modus hipnotis ini mungkin saja terjadi jika korban bersentuhan dengan si
pelaku, misalnya seperti di tepuk atau pun bersalaman. Hingga pada akhirnya
membuat korban menjadi kebingungan dan tidak menyadari dengan kondisi yang
telah terjadi bahwa kartu ATM yang dimilikinya telah ditukarkan dengan kartu
buatan atau dengan yang palsu.
2. Penipuan Barang
Modus penipuan ini berupa adanya perbedaan barang antara yang dipilih
dengan barang yang diberikan oleh pelaku usaha. Pada kasus belanja online
misalnya, saat seseorang melakukan transaksi untuk membeli sebuah baju,
biasanya bahan produk yang dikirimkan tidak sama dengan deskripsi produk yang
ditulis. Tidak jarang juga pelaku usaha online tidak mengirimkan barang yang
sudah dibayar ke alamat pembeli.
3. Penipuan Melalui SMS
Kasus ini masih sering terjadi sampai saat ini. Anda akan menerima SMS
dari nomor-nomor tidak dikenal yang berpura-pura sebagai keluarga, pihak
tertentu misalnya operator nomor telepon. Contoh kasus ini misalnya pelaku
3Amiruddin Mahmud, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, wawancara di
Pengadilan Negeri Sungguminasa, Pada Tanggal 16 Februari 2017.
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mengirimkan SMS, korban akan dibuat seakan-akan memenangkan undian.
Nantinya korban akan diminta untuk mentransfer biaya administrasi ke rekening
tertentu agar selanjutnya hadiah bisa dapat diambil tetapi setelah ditransfer hadiah
tak kunjung datang.
4. Penipuan Berkedok Pemberi Pinjaman
Hal ini marak terjadi di kalangan yang membutuhkan pinjaman. Biasanya
pelaku akan berpura-pura menjadi petugas bank yang menawarkan untuk
memberikan pinjaman tunai. Pelaku bisa menghampiri nasabah melalui berbagai
cara, misalnya menghampiri secara langsung dengan berpura-pura sebagai
pegawai bank, mengirim SMS, mengirim email ke akun pribadi Anda. mereka
mengetahui nomor pribadi serta email yang Anda miliki. Nasabah yang diincar
biasanya akan diminta untuk mentransfer sejumlah uang untuk biaya administrasi,
namun selanjutnya tidak ada kelanjutan sama sekali. Oknum tersebut malah pergi
begitu saja tanpa membuktikan janji yang diberikan di awal.4
C. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pidana
Pembantuan penipuan
Penipuan adalah perkataan yang tidak jujur atau palsu, perbuatan ini akan
mengakibatkan hilangnya rasa saling mempercayai antar sesama. Apabila
kepercayaan sudah tidak ada di antara masyarakat, egois dan dendam akan
merajalela dalam tubuh masyarakat, penipuan merupakan sifat seorang
4Heru Sistha Aditya, Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, Wawancara di Pengadilan
Negeri Sungguminasa, Pada Tanggal 16 Februari 2017.
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penghianat. Adapun ayat yang menjelaskan tentang penipuan adalah yang
dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Israa ayat 36 :
 َﻻَو ُﻒَۡﻘﺗﺎَﻣ َﺲَۡﯿﻟ ََﻚﻟِۦِﮫﺑ ٌۚﻢۡﻠِﻋ ﱠِنإ َﻊۡﻤﱠﺴﻟٱ َﺮََﺼﺒۡﻟٱَو َداَُﺆﻔۡﻟٱَو ﱡﻞُﻛ َِﻚٓﺌ َٰﻟُْوأ َنﺎَﻛ ُﮫۡﻨَﻋ ۡﺴَﻣُٔ ٗﻻﻮ٣٦
Terjemahannya:
Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyaipengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan danhati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
Tafsirnya:
Ayat ini memerintahkan lakukan apa yang telah Allah perintahkan danhindari apa yang tidak sejalan dengannya dan janganlah engkau mengikutiapa-apa yang tiada bagimu pengetahuan tentangnya. Jangan terucap apayang tidak engkau ketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tidaktahu atau mengaku mendengar apa yang tidak kamu dengar. Sesungguhnyapendengaran, penglihatan, dan hati, yang merupakan alat-alat pengetahuansemua itu, yakni alat-alat itu masing-masing tentangnya akan ditanyaitentang bagaimana pemiliknya menggunakan atau pemiliknya akanpemiliknya akan dituntut mempertanggung jawabnkan bagaimana diamenggunakannnya  dari satu sisi tuntutan ayat ini mencegah sekian banyakkeburukan seperti tuduhan, sangka buruk, kebohongan, dan sanksi palsudisisi lain ia memberi tuntukan untuk menggunkan pendengaran,penglihatan dan hati sebagai alat untu meraih pengetahuan.5
Hukum Islam baik dari al-Qur’an maupun dari sunnah Rasul, memang di
sana tidak menemukan ayat atau hadis yang secara nyata menyinggung masalah
penipuan. Namun begitu bukan berarti penipuan tersebut dibolehkan atau hal
tersebut tidak terjangkau oleh Syari’at hukum Islam. Mengingat syari’at hukum
Islam adalah syari’at yang lengkap dan sempurna.
Menurut hukum Islam tindak pidana penipuan bukan termasuk tindak
pidana Hudud karena tidak ditentukan dalam Nash. Akan tetapi tindakan itu
termasuk dalam tindakan pidana Ta’zir sebab hukumannya ditentukan oleh
5M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.471.
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pemerintah ataupun hakim dengan tujuan melindungi seluruh rakyat. Ta’zir
merupakan hukuman yang tidak ditentukan oleh syara kadar hukumannya dan
tidak ada Nash yang mengatur secara khusus tindakan tersebut.
Ketentuan tindak pidana penipuan adalah produk pemerintah dan tidak
diatur dalam Nash baik bentuk maupun hukumannya, maka tindak pidana
penipuan itu dapat dikategorikan kepada Ta’zir. karena perbuatan yang dilarang
dalam hal ini adalah menipu orang lain untuk menyerahkan suatu benda dengan
melawan hukum.
Ketentuan tindak pidana penipuan diserahkan kepada hakim untuk
menentukannya. Maksud pemberian hak ini adalah untuk memelihara kepentingan
sesuai dengan perkemangan zaman. Syarat bagi hakim dalam menentukan
hukuman harus sesuai dengan kepentingan masyarakat dan tidak boleh
bertentangan dengan nash-nash syara’ dan prinsip-prinsip yang umum.
Setelah dikemukakan hukuman diancamkan terhadap tindak pidana
penipuan, berikut ini hukuman menipu (merampas barang atau hak orang lain
secara samar). Dalam hukum Islam disebutkan bahwa hukuman orang yang
merampas hak milik orang lain itu hukumnya haram. Dari pernyataan tersebut
dapat diambil pengertian bahwa menipu (merampas barang orang lain secara
samar) itu dapat digolongkan dalam jarimah Ta’zir. Kalau dilihat dari arti Ta’zir
itu sendiri yaitu. Mendidik atau memperbaiki kesalahan atau dosa. Maka layaklah
kalau seseorang yang mengulangi perbuatan itu lagi dikenakan hukuman yang
lebih berat yaitu hukuman siksa.
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Dapat digaris bawahi bahwa berat ringannya hukuman tindak pidana
penipuan ada perbedaan yang prinsipal sekali dimana hukum positif memandang
tindak pidana penipuan yang telah diperbuat oleh sipelaku hanya memperoleh
akibat hukuman yang diancamkan dengan hukuman penjara 4 tahun, hukuman ini
hanya bersifat penderitaan di dunia saja, setelah itu bebas dari hukuman.
Sedangkan pada pidana hukum Islam tidak memandang demikian, bahwa orang
yang memperbuat tindak pidana akan memperoleh ancaman hukuman yang lebih
berat. Meskipun di dunia tidak nampak hukuman itu dan merasa tidak ada
hukuman dan bebas dari perbuatan tersebut, jangan dikira bahwa semua itu sudah
lepas dari dosa, namun semua itu ada pembalasan yang lebih keras dan sangat
pedih yaitu hukuman Allah diakhirat nanti.
Penipu, pencopet,  dan perampas bukanlah dikatakan sebagai pencuri, jadi
mereka tidak wajib dipotong tangannya meskipun wajib dijatuhi sanksi, sanksi
hukuman terhadap hukuman Ta’zir ini mulai dari yang teringan sampai yang
terberat untuk menentukannya diserahkan kepada pandangan hakim yang
dipandang seseuai dengan kemaslahatannya, oleh karena sanksi hukuman Ta’zir
tentang penipuan tidak ditentukan karena Nash syariatnya dan diserahkan kepada
pandangan hakim maka jumlahnya amat banyak kemudian dalam jarimah
penipuan itu sanksi hukuman yang paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung
kepada ijtihad hakim dengan syarat pembalasan dan mendidik. Dari hukuman
yang dapat ditetapkan dalam jarimah Ta’zir adalah: dipenjara, dijilid, diasingkan,
ditegor, diperingatkan, dipecat dari jabatan, dan sebagainnya. Dengan demikian
maka hukuman atas jarimah denga Ta’zir amat luas sekali. Sehingga jika
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dikaitkan dengan berkembangnnya dengan peradaban manusia seperti apapun
akan dapat dicakup oleh sanksi hukuman Ta’zir yang prinsip-prinsipnnya di atur
dalam jiwa syari’at.
Jika sanksi hukuman tersebut dikaitkan dengan saksi hukuman yang diatur
dalam KUHP maka sanksi hukuman yang hanya mencakup yaitu sanksi hukuman
penjara dan denda adalah sejalan dengan hukuman Islam. Namun demikian jika
dikaitkan dengan tujuan diadakannya sanksi hukuman maka ketentuan dalam
KUHP dipandang belum dapat memberikan jaminan lebih besar terhadap
tercapainnya tujuan tersebut. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam
hukum Islam yang tidak ditentukan secara pasti sehingga seorang hakim akan
lebih menentukan jenis berat ringannya sanksi hukuman sesuai dengan sanksi
tempat dan waktu serta kesadaran hukum masyarakat ketika memutuskan masalah
jarimah penipuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan hukum Islam yang
meskipun memandang bahwa sanksi hukuman Ta’zir dimaksudkan sebagai
peringatan-peringatan yang keras namun jika tindakannya itu tidak dapat
dihentikan kecuali jangan membunuhnya maka haruslah dibunuh berdasarkan
sabda nabi.
Kemudian mengenai pengulangan jarimah penipuan yang sanksi
hukumannya telah diatur dalam pasal 378 KUHP pada dasarnya sesuai dengan
ketentuan hukum Islam yang menetapkan suatu sanksi hukuman di dasarkan pada
tindakan, keadaan pelu serta akibat yang ditimbulkan oleh jarimah tersebut.
Dengan suatu syarat sanksi hukuman tersebut masih dalam batas memiliki daya
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yang mendidik, disamping harus sesuai dengan jiwa syari’at dan prinsip-prinsip
umumnya.6
pembagian jarimah dan pengertian jarimah penipuan seperti yang telah
diketahui bahwa Islam bukan hanya merupakan syahadat saja, juga tidak sekedar
ajaran ajaran kejiwaan, bukan hanya sekedar ajaran budi pekerti saja, tetapi Islam
juga meliputi ajaran ajaran yang menyeluruh termasuk sistem hukum Islam dalam
aspek kehidupan kainnya.
Bila ditinjau dari segi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan atau
dibebankan kepada si pelanggar, maka jarimah atau jinayah ini terbagi dua yaitu:
1. Jarimah hudud
Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam hukuman Had, yaitu
hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya dan menjadi hak Allah.
Dengan demikian maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah atau
batas hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan baik oleh perseorangan (yang
menjadi korban jarimah), ataupun oleh masyarakat yang diwakili oleh negara
dalam hal ini hakim.
Hukuman yang termasuk hak Allah adalah setiap hukuman yang
dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara
ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman
tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.
Sesuai dengan namanya maka jarimah hudud ini terbatas pada masalah-
masalah : perzinahan, Qodzaf (menuduh orang-orang berbuat zina), minum-
6Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.59.
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minuman keras, mencuri, hirobah (pembegal/perampokan, gangguan keamanan),
murtad dan pemberontak (al-baghyu).
2. Jarimah kisas dan diyat
Yang dimaksud jarimah ini adalah perbuatan-perbuatan yang diancamkan
hukuman qisas atau hukuman diyat. Baik qisas mupun diyat adalah hukuman-
hukuman yng telah ditentukan batas dan tidak mempunyai batas terendah atau
batas tertinggi tetapi menjadi hak perseorangan, dengan pengertian bahwa
sikorban bisa memaafkan si pembuat, dan apabila dimaafkan, maka hukuman
tersebut menjadi hapus.
Jarimah dan qisas-diyat kadang-kadang disebut oleh fuqoha’ dengan
jinayah atau al-jirah, dan juga sering disebut hukuman hudud (artinya hukuman
yang sudah titentukan batasan-batasannya dari syara.
3. Jarimah Ta’zir
Jarimah Ta’zir adalah peraturan larangan yang perbuatan-perbuatan
pidananya dan sanksi hukumannya tidak secara tegas ditentukan dalam al-Qur’an,
tetapi diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa jadi
hukuman yang dijatuhkan kepada maksiyat yang tidak ada had dan khafarahnya
Sanksi pidana penipuan dalam hukum pidana Islam antar lain yaitu:
1. Hukuman mati
Walaupun hukuman ta’zir sebagai pelajaran dan membinasakan, tetapi
kebanyakan fuqoha mengecualikannya jika kepentingan umum menghendakinnya
atau pemberantasannya tidak bisa dilakukan kecuali dengan membunuhnya,
seperti mata-mata, pembuat fitnah oleh karena pengecualian hukuman ini tidak
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boleh diperluas, penguasa harus menentukan jenis-jenis jarimah tertentu yang
dapat dihukum mati.
2. Hukuman jilid
Hukuman ini merupakan hukuman pokok Syari’at Islam. Diutamakan
hukuman ini karena ia dapat memberantas pelaku jarimah, biayanya sedikit dan
terhindar dari akibat buruk penjara. Berbeda dengan jarimah hudu yang sudah
tertentu jumlahnya maka hukuman jilid untuk jarimah ta’zir tidak tertentu
jumlahnya.
3. Hukuman kawala atau penjara kurungan
Hukuman ini bukan hukuman pokok melainkan hanya hukuman kedu yang
dijatuhkan pada jarimah-jarimah biasa dan ini merupakan kebijaksanaan hakim
apakah ini dijatuhkan atau tidak. Hukuman ini ada 2 macam yaitu:
a. Hukuman kawalan terbatas dengan batas terendah satu hari sedang
batas tingginya tidak ada kesepakatan.
b. Hukuman kawalan tak terbatas yang tidak ditentukan masalahnya lebih
dahulu melainkan berlangsung terus sampai mati atau sampai bertaubat.
4. Hukuman pengasingan
Hukuman ini dapat dijatuhkan jika dikhawatirkan bahwa perbuatan
melanggar hukum ini melanggar atau merugikan orang lain. Mengenai waktu ad
yang berpendapat tak lebih dari satu tahun dan ada yang tak memeberi batasan,
melainkan menyerahkan kepada para penguasa.
5. Hukuman salib
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Berbeda dengan hukuman had, dalam jarimah ta’zir hukuman ini tidak
dibarengi atau tidak didahului oleh hukuman mati. Melainkan disalib hiduphidup
dan tidak dilarang makan dan minum, tidak dilarang untuk mengerjakan wudhu ,
tetapi dalam mengerjakan shalat cukup dengan isyarat.
6. Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan
Ancaman sebagai hukuman ta’zir dapat juga dijatuhkan kepada pelanggar
hukum jika sekiranya hal itu bermanfaat dan bukan anaman kosong, misalnya
diancam hukuman penjara dan sebagainnya. Teguran dapat juga dipakai sebagai
hukuman bagi orang yang melanggar akhlaq, peringatan dapat di pakai terhadap
kesalahan-kesalahan kecil, begitupula penyiaran nama pelaku, disamping juga
pencabutan hak dan perampasan alat yang dipakai melakukan perbuatan jarimah.
7. Hukuman denda
Hukuman ini juga diperbolehkan, misalnya terhadap pencuri buah-buahan
yang ada dipohonnya atau menyembunyikan barang hilang. Tentang hukuman ini
telah terjadi ihktilaf tentang penerapannya sebagai hukum umum atau tidak.7
Pengertian turutserta berbuat jarimah sesungguhnya berbeda dengan
berserikat dalam melakukan tindak pidana. Turut serta melakukan jarimah disini
dapat terjadi tanpa menghendaki ataupun bersama-sama menghendaki hasil
perbuatan tersebut. Sedangkan berserikat dalam jarimah ialah sama-sama
melakukan dan menghendaki demikian juga hasil dari perbuatan tersebut.





Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembantuan penipuan
dalam putusan Nomor : 237/Pid.B/2015/PN.Sgm faktornya yaitu karena
terdakwa Sutrawati hanya ingin menolong menjualkan mobil di tempat
saudara kandung terdakwa bekerja, yakni Alimin (dilakukan penuntut
secara terpisah). yang menurut penyampaian terdakwa bahwa adik
kandungnya adalah Direktur Marketing di Toyota.
2. Bentuk-bentuk pembantuan penipuan salah satunya adalah Penipuan
kendaraan biasanya dilakukan oleh orang yang terpercaya korban, si
pelaku penipuan menyuruh si pembantu penipuan mempromosikan
kendaraan dengan harga yang murah, biasanya pelaku utamanya tidak ikut
turun ke lapangan bersama si pembantu penipuan, si pelaku utama
penipuan hanya merencanakan kejahatannya saja setelah si pembantu
penipuan mempromosikan barang dan setelah mendapatkan pembeli si
korban tergiur untuk membelinya karena harganya yang murah. Setelah
mempromosikan si pembantu penipuan menyuruh si korban untuk
mentransfer uang dan mendesak si korban, jika tidak mentransfer
secepatnya maka kendaraan yang dipromosikan itu akan di beli orang lain,
banyak yang mengincar mobil itu karena murah tpi itu adalah modus si
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pembantu penipuan agar korbannya cepat mentransfer uang yang telah
disepakati sebelumnya. setelah uang ditransfer kendaraan tak kunjung
datang, si pembantu penipuan hanya menjanjikannya saja bahwa
kendaraannya akan tiba secepatnya tpi ternyata si pelaku utama penipuan
menghilang membawa uang yang telah ditransfer oleh si korban,
sedangkan si pembantu penipuan di tagih terus oleh si korban.
3. Menurut hukum Islam tindak pidana pembantuan penipuan bukan
termasuk tindak pidana Hudud karena tidak ditentukan dalam Nash. Akan
tetapi tindakan itu termasuk dalam tindakan pidana Ta’zir hukumannya
ditentukan oleh pemerintah ataupun hakim, dengan tujuan melindungi
seluruh rakyat. karena perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah
menipu orang lain untuk menyerahkan suatu benda dengan melawan
hukum.
B. Implikasi Penelitian
Sebuah penelitian senantiasa memberikan implikasi, adapun implikasi dan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. jika kita membantu seseorang dalam melakukan suatu bisnis sebaiknya
perlu meneliti lebih dalam apakah bisnis tersebut benar adanya dan jangan
terlalu mudah percaya kepada seseorang walaupun orang tersebut adalah
orang terdekat.
2. Banyak bentuk-bentuk pembantuan penipuan yang terjadi di tengah
masyarakat salah satunya adalah penipuan kendaraan, masyarakat
diharapkan lebih teliti jika ingin membeli kendaraan yang murah pastikan
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bahwa kendaraan yang di beli benar adanya, sebelum mentrasnfer uang ke
pihak penjual dan pastikan ada jaminan sebelum mentransfer uang ke
pihak penjual dan masih banyak lagi bentuk-bentuk penipuan di luar sana
yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. dan sebaiknya
pembantuan penipuan diberatkan lagi hukumannya karena merugikan
orang lain.
3. Sanksi tindak pidana pembantuan penipuan menurut hukum Islam lebih
efektif karena menggunakan hukuman Ta’zir yaitu hukuman yang
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